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TENTANG
GURU DAN DOSEN

Pasal 52

Penghasilan di atas lkebutuhan  hidup minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a
meliputi gaji pokok, tunjangan yvang melekat pada gaji, serta
penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan
fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta
maslahat tambahan vang terkait dengan tugas sebagai dosen
vang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar
prestasi.

Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dosen yang dianglkat oleh satuan pendidikan tinggi yang
diselenggarakan olelz masyarakat diberi gaji berdasarkan
perjanjian. kerja atau kesepakatan kerja bersama.

« Memohon agar MK menafsirkan frasa "
" dalam Pasal 52 ayat (1):

(1

yang berlaku di lokasi
satuan pendidikan tinggi berada.”

« Memohon agar MK menafsirkan frasa " "
dalam Pasal 52 ayat (2) & (3):
“ yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan

hidup minimum yang meliputi

tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan
lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan
fungsional, tunjangan khusus, tunjangan
kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait
dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan
dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.”



Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini Tidak
dan Layak?

Jaring pengaman « Parameter
memiliki nilai (Rp) yang ditetapkan yang menjadi standar penggajian
kenaikannya setiap tahun di masing-masing di dalam UU Guru dan Dosen
wilayah, yaitu: cenderung obscure atau kabur karena
« Upah Minimum Provinsi; tidak menjelaskan metode perhitungan
« Upah Minimum Kabupaten/Kota; nilainya dan sejak 2005 (20tahun+) tidak
« Upah Minimum Sektoral Provinsi; dan pernah ditetapkan nilainya (Rp).

« Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota




Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini
dan Layak?

« Kepatuhan untuk memenuhi standar
“Upah Minimum” hanya diperhitungkan
dari:

o Upah pokok; dan
o Tunjangan Tetap.

« Cakupan pemenuhan

O

o

meliputi:
gaji pokok
tunjangan yang melekat pada gaji (diberikan
untuk dosen menikah/memiliki anak)
tunjangan profesi (jika sudah sertifikasi)
tunjangan fungsional (berdasarkan jabatan
fungsional: Rp375.000 s.d. Rp1.350.000)
tunjangan khusus (untuk penempatan di daerah
terpencil)
tunjangan kehormatan (untuk profesor)
maslahat tambahan yang terkait dengan tugas
sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip
penghargaan atas dasar prestasi (contoh: BPJS)



Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini
dan Layak?

Risalah Rapat Panitia Kerja (Panja) S KETUA RAPAT ;

Jadi kita tidak menggunakan UMR karena kita bukan buruh jadi kita guru

Pembahasan RUU Guru dan Dosen - jai di atas kebutuhan hidup minimum, apa perlu di dalam kurung KHMN perlu

RISALAH ya? Cukup ya? saya cuma menanyakan saja, Silakan diteruskan kalau masih ada
ta n g g da I 2 3 N ovem be r 2 O O 5 PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG yang perlu mendapat persetujuan dari kita silakan.
m e n u nJ u kka n. GURU DAN DOSEN KETUA RAPAT:
DALAM PEMBICARAAN TINGKATI Ya saya lebih setuju mubazir sedikit kata-katanya, pertama dan diberi
Masa Persidangan :1 p?-nje]asan supaya yang dimaksud kc?sepak?.tan kerja bersama itu.!\'edua belah
secara ;:;hp:r ;idang 2005-2006 pihak dalam posisi yang se level, sehingga tidak ada hubungan majikan dengan
- st e 677
Sadar dan Sengaja Dengan : Menteri Pendidikan Nasional dan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusi
Hari/Tanggal 123 N:sp:mber 2005
Waktu : 0920 14.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI,
’ Ketua Rapat : ﬁ%ﬁ:ﬁtﬁ:«iﬂn, S.Ip Dids buruth terutama dalam menghargai posisi guru sebagai suatu profesi, ya guru
. Sekretaris » H. Agus Salim, SH/Kabagset Komisi dan dosen ya.
X DPR-RI
khususnya terkait standar Upah L S— S iexim dieibiodicus
2. Lain-lain
Minimum Regional (UMR). KETOK 1 %)

Hadir

Manusia beserta jaj




Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini Adil

dan ?

Rasio gaji dosen dan harga beras
di Asia Tenggara dalam sebulan

Perbandingan Gaji Dosen dan
Gaji Tenaga Kerja di Indonesia

Pendapatan tetap dosen per bulan
Dari sampel 1.196 responden

Rasio gaji dosen dan upah
minimum di Asia Tenggara

Dosen PTN Indonesia Pekerja umum

Baji (| ]
M Rasio gaji dosen

dan upah minimum

1.366

Rp =5 juta
27.3%

Indonesia
143

2,8
8,3%

Proporsi

Rp 3-5 juta
29.8%

Source: Tim Ris

5,6%

cicilan/utang
terhadap
pengeluaran pribadi
bulanan dosen PTN,
sepanjang
2024*

Proporsi

o tabungan terhada

penghasilan
pribadi bulanan
dosen PTN
sepanjang
**

INFOHIEAFIE DIMAS




Contoh Kasus Gaji Dosen PTS di Kota Bandung

1.Biaya Kuliah Rp2.400.000 s.d. Rp.4.200.000
2.Median Biaya Kuliah = Rp.3.300.000
3.Rasio dosen/mahasiswa 1:20 s.d. 1:31 (Median: 1:26)
4.Kontribusi dosen per bulan: 26 x Rp3.300.000 = 85.800.000/6 =

Rp.14.300.000/bulan
5.Gaji Dosen: Rp.1.355.000/bulan (9,48% rerata pendapatan

kampus dari rasio dosen-mahasiswa per bulan)
6. UMK Bandung 2025: Rp 4.482.914

Dosen NIDN

Status
Total Hari Kerja (hari)
latah Cuti (hani)
PENDAPATAN JUMLAH KETERANGAN

Payrol Januari 2025

1. Upah Dasar Rp 560 000 Beban Wapb Mengarrpu MK = 4 shy

2 Tunjangan

(1) Tunjangan Jabatan Struktural -

(i) Tunjangan Jabatan Fungsional Rp 375.000 Asisten Ahli

3. Honorarium & Insentif

(1) Honoranum Mengajar ‘| Rp 420.000 Totz! SKS yang Diampu : 10 S8

(#) Honor Membimbing/Mengu|l - Kerja Praktek, Rp
Usulan Penelitian, Sknpsl dan KKN

(i} Insentive (SP), HOK, Overtme) 4 RE - *
Total Payrol Januari 2025 Rp 1.355.000

TOTAL PENDAPATAN Rp 1.355.000
POTONGAN JUMLAH KETERANGAN
HREF! Rp
TOTAL POTONGAN Rp

TAKE HOME PAY

TOTAL PENDAPATAN - TOTAL POTONGAN

Rp 1.355.000

Nama Program -
Studi Lt

Komunikasi

Manajemen

Pendidikan Guru
sekolah Dasar

Teknik Elektro

Teknik Informatika

Status

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

-

Kode
041066

Status

Aktif

Akreditasi
Baik

Biaya Kuliah
Rp2.400.000 - 4.200.000

Jenjang X  Akreditasi X

Sl

Sl

Sl

Sl

Sl

Baik

Baik

Baik

Tidak
Terakreditasi

Jumiah
Dosen
Penghitung
Rasio

Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi

Data Pelaporan Tahunan Ganjil 2024 w

Jumlah Pendidik

Jumiah
Tetap I:::: Total Mahasiswa
5 0 5 147
. 0 7 218
7 0 7 224
0 0 0 0
4 0 B 62

Rasio Doser

/

Mahasiswa

1:21

1:31.14

1:28

1:20.67



Hasil Advokasi Gaji Dosen PTS di Kota Bandung

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI I I
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV Kegaga I an SIStem | k U U G uru d an DOse n
JI. L.L.R.E. Martadinata No. 6 -8 Tiﬁ)’:zzgrsig Web:disnakertrans.jabarprov.go.id M e n g a I a h ka n N O r m a Kete n a g a ke rJ a a n '

Email:disnakertrans@jabarprov.go.id

BANDUNG 40117 « Pengawas Ketenagakerjaan tidak
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS! PROVINSI JAWA BARAT berkenan menghitung kekurangan

Nomor : 7045/TK.04/UPTDPKWILIVBDG

—— pembayaran UMK Bandung
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN KEKURANGAN UPAH (Contoh 2025 Rp4.482.914/b”|an)

Tahun 2025 ' ) I
"No | Bulan Up_sh Diperjanjikan | Upah Dibayarkan | Hasil Pertitungan Kekurang_an Upah | Kelebihan Upah d Pe n g awa S Kete n a g a ke rJ a a n h a n ya
1 | Januarl Rp. 1.500.00000 | Rp 1.35500000 |Rp. 788.77941 |Rp.  145.000,00 . . o=
2 | Februari Rp. 1.500.000,00 | Rp. 936.000,00 | Rp. 0, Rp. 000,
3 | Maret | Rp 1.500.000,00 R:. 1,106.000,00 '__E{Ej 55&.903,?2' iii. Zgg.gg'g,gg men g h Itu n g se I ISI h a nta rau pa h
4 |Aprl | FRp 150000000 |Rp 121500000 |Rp. 758.537,53 |Rp.  285.000,00 . .
5 | Mei Rp. 1.500.000,00 | Rp. 1.215.00000 |Re. 758.537.53 | Rp. 000, - d t d h
L RE T W CAi O yang diterima dengan upah yang
7 | Jdui Rp. 150000000  |Rp. 1.735.000.00 |Rp.  189.63438 | Rp. 0,00 |-Rp. 235.000,00 - . -n .
8 | Agustus Rp. 150000000 | Rp. 000 |Ro. 0.00 |Ro. 1.500.000.00 | d 1 pe rj a nj I ka 1] ya |tu se besa r
’

tapgetahul / Menyetujui |
T3

Pl i P Rp1.500.000/bulan.
L= A « Pengawas ketenagakerjaan
menghitung tunjangan tidak tetap
seperti honor membimbing dan
menguiji skripsi sebagai “kelebihan
upah”.

Y CAHYATI RANITA, MM RICO PRASYAWA ADI, SE,
yr=—rey/ Pembina NIP. 1972051 198903 1 004
S LUNE 5671229 199503 2 002

Penelapan Pengawas Kelanagakeraan



Mandat Pasal 31 Ayat (4) UUD:
Anggaran Pendidikan 20% dari APBN dan APBD

FRESIDEN
REPLI:L‘:IESII:;:NESIA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI o
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA RINCIAN AN

{LUIN ANGG
NOMOR 118 TAHUN 202: Tk

AIOkaSi TENTANC 1 ribuen rupiah)
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN = — =

g [Kementerian Sosial 15.946.576 8- Al k 1
a t ; Badan Riset dan Inovasi Nasional 419.160.818 OKasl
) a au RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN A1 Dadan Gizi Nasional ’ : 50

| Anggaran Pendidikan pada Belanjs Non

N d a rl An g g a ra n TAHUN ANGGARAN 20 2 5 caaShR R Ak

. (Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke 264.624.371.418 R
Pendidikan S, e i . atau
s KOMPONEN “GOM PENDIDIKAN 2. DAU dan DEH yang diperkirakan untuk anggaran 128.19 (i )

Anggaran Pendidikan melalui Belanja i . g peakdidican x 5 ° d a ri
Pemerintah Pusat pena Ao -
2. DAK Nen Fimik 3
Anggaran Pendidikan pada Kementerian % i s
Negara/Lembaga .1.1 |Bantus Upr_rnsmmr.'l Satuan Pendidilan ‘ s n a ra n
K terian Pendidikan Dasar dan Menengah . FRAIARAT LT A e ;
ementerian Pe c 1 EEE Meneng 3 Bantuan Oper 0

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan BT73.870,00 dan Taman Budaya Pe n d id i ka n
Teknologi .1.4 |Dana Bantuan Pengembangan Progrs

Kementerian Kebu : Perpustakann Dasrak

Kementerian / a 7 5 3 Otsus yang diperkirakan untuk anggaran

pendidikan

Anggeran Pendidikan Malalul Pembiayaan

Dana Abadi di Bidang Pendidikan

Kementerian
Kementerian Pertanian

AIOkaSl : ‘:\'Emfr‘ d“ Per ”d_usmi"f" ) o : 3.2 Pembiayaan Pendidiknn 9.000.000.000
% Kementerian Energi dan Sumber Day T g | JUMLAH T69.086.869.324
Keme: an Perhubungan
: Kementerian Kesehatan 25 PRESIDEN REFUBLIK INDON
A -1.11 |Kementerian Kehutanan 0
b T; atau 112 |K nterian Kelautan dan Perikanan 2.82 Salinan sesuai dengan aslinya .
= .1.13 |Kementerian Pariwisata 606.307. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA PRABOWO SUBIANTD
® d ari Anggara n .1.14 |Kementerian Pemuda dan Olahraga 243.812.7: ’ REFUBLIK INDONES '\_
Pend id i ka n .1.15 |Kementerian Pertahanan 490. e :é.mn'?gm =
.1.16 |Kementerian Ketenagakerj

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

ementerian Komu i dan Digital
|Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Perdagangan




Mari Berdonasi juga untuk perjuangan ini!

Y ‘ . JANGAN PIKIRKAN NOMINALNYA! NAMUN, UNTUK MEYAKINKAN BAHWA KAMI
[l I‘ [I ‘\ ‘\ I S E BENAR BENAR TIDAK SENDIRIAN DAN ADA BANYAK DARI KITA SEMUA YANG
A PEDULI UNTUK MASA DEPAN MENCERDASKAN GENERASI BANGSA YANG

) BERMARTABAT!
EDUCATE

'~
hﬂ.ﬂl _JPcmbl]'aun MNasional

SERIKAT PEKERJA KAMPUS DONASI DAPAT DITRANSFER MELALUI:

NMID ID1025400335705
BANK BNI46
NO. REK: 19 2726 8812
AN. DOSEN TENDIK PERGURUAN TINGGI

MOHON UNTUK MENAMBAHKAN KODE
DONASI *52" DI NOMINAL SUMBANGAN
ANDA. CONTOH: RP.XXX X52

AGITATE
PROTEST
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